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PENDAHULUAN
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(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan
bentuk akuntabilitas/ pertanggungjawaban dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yg 
bersumber dari APBN/APBD.

Mengapa Perlu Disusun LKIP

• Karena instansi menggunakan anggaran yang 
bersumber dari APBN/APBD

• Sebagai sarana pengukuran kinerja, 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 
program & kegiatan sesuai perencanaan/ 
sasaran yg telah ditentukan.

• sumber informasi untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan pelaksanaan program & 
kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja di 
tahun mendatang.

Dasar Hukum LKIP :

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. PERMENPAN-RB No. 53 TAHUN 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 
Cara Reviu atas LKIP.
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Kendala dalam
Penyusunan LKIP

1. Sistematika penyusunan LKIP tidak sesuai dengan
PERMENPAN-RB No. 53 TAHUN 2014,

2. Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja tidak
sesuai dengan Renstra dan IKU ess. I

3. Menetapkan Sasaran berorientasi pada proses / 
kegiatan, bukannya HASIL   Sehingga LKIP hanya
menyajikan tentang pelaksanaan kegiatan yang 
tertera pada DIPA/POK

4. Penetapan Indikator Kinerja tidak SMART (Specific, 
Measurable, Attainable, Relevant, Timeframe = 
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, 
berbatas waktu)

5. Tidak membuat perbandingan capaian kinerja yang 
memadai. 

6. Tidak membuat evaluasi dan analisis pencapaian
kinerja.

7. Tidak memuat akuntabilitas keuangan secara jelas
yang dapat membandingkan tingkat capaian kinerja
dengan tingkat penyerapan anggaran

Membangun persamaan
persepsi dan pemahaman
dalam penyusunan LKIP, 
baik dari segi sistematika
penyusunan maupun
penentuan Sasaran dan
Indikator Kinerja yang 
diukur.

TUJUAN
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PENYERAGAMAN SISTEMATIKA 
(PERMENPAN-RB NO. 53 TAHUN 2014)
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er

Mengacu pada PermenPAN-RB No.53 tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jawa Timur menyeragamkan sistematika penyusunan LKIP di lingkungan satuan kerja
sebagai berikut:

BAGIAN AWAL
 COVER

 SURAT PENGANTAR

 KATA PENGANTAR

 DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi. Berikut adalah Sub Bab yang termuat dalam Bab I Pendahuluan:

1.1   Latar Belakang

A. Umum

B. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM

C. Tugas dan Fungsi (masing-masing satuan kerja)

D. Organisasi dan Personalia

E. Wilayah kerja (untuk satuan kerja) / Jumlah Satuan Kerja (khusus Kanwil)

F. Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

1.2   Dasar Hukum

1.3   Maksud dan Tujuan

1.4   Pengertian dan Pengukuran Kinerja

1.5   Sistematika Penyajian
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BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam kurun
waktu 1 tahun anggaran. Formulasi target/sasaran kinerja tersebut menjadi acuan dalam

menyusun Perencanaan Kinerja, yaitu merencanakan program dan kegiatan yang akan
dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dengan memperhatikan sumberdaya dan
potensi yang dimiliki. Selain itu, proses penyusunan Perencanaan Kinerja juga harus mengacu
pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan tolak ukur dasar penilaian kinerja
kegiatan. Perencanaan Kinerja yang telah terpetakan dengan jelas, merupakan dasar

penyusunan Perjanjian Kinerja.

2.1   Perencanaan Kinerja

2.2   Perjanjian Kinerja

NO SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TARGET VOLUME OUTPUT ANGGARAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KERJA KEGIATAN TARGET KINERJA
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NO. SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TARGET VOLUME OUTPUT ANGGARAN

1 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana 

di wilayah sesuai standar

2 Meningkatnya Pelayanan Perawatan 

Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar

3 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan 

Ketertiban di wilayah sesuai standar

4 Terselenggarannya Dukungan Layanan 

Manajemen Eselon I

5 Layanan Perkantoran

Kolom sasaran kegiatan dapat diambil dari DIPA pada bagian sasaran kegiatan, dimana disesuaikan kembali
dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing satuan kerja
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(Sasaran kegiatan dipilih
sesuai dengan tugas dan
fungsi satuan kerja
masing-masing)



NO SASARAN
KEGIATAN

KEGIATAN TARGET VOLUME 
OUTPUT

ANGGARAN

1. Layanan Pembinaan Narapidana 614 Narapidana

2. Layanan Perawatan Narapidana/ Tahanan 614 Narapidana

3. Layanan Keamanan dan Ketertiban 1 Layanan

4. Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan

5. Layanan Perkantoran 1 Layanan

Dilihat dari
II. Rincian Pengeluaran

Cara menetapkan Kegiatan dan Target Volume Output berdasarkan DIPA, sebagai berikut:

Target Volume OutputKegiatan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Cara menentukan IKK dan Target Kinerja dalam Perjanajian Kinerja
berdasarkan DIPA adalah sebagai berikut:

1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Kegiatan Target Kinerja
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NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA

1 Meningkatnya Pelayanan

Pembinaan Narapidana

di wilayah sesuai standar

Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai

standar

90%

Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan

kerja produksi sesuai standa

90%

Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, 

CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar

90%

Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana 

sesuai standar

90%

2 Meningkatnya Pelayanan

Perawatan

Narapidana/Tahanan di 

wilayah sesuai standar

Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan 

kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar

90%

Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan 

kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar

90%

Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan 

dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar

90%

3 Meningkatnya Pelayanan

Keamanan dan

Ketertiban di wilayah

sesuai standar

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 90%

Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan 

sesuai standar

90%

Persentase ganguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar 90%

4 Terselenggarannya

Dukungan Layanan

Manajemen Eselon I

Jumlah Layanan Internal Perkantoran 12 Bulan Layanan

5 Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan

Contoh Perjanjian Kinerja
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung
dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub bab capaian kinerja diuraikan pelaksanaan setiap kegiatan dalam rangka
mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan seluruh biaya yang dialokasikan untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada sub
bab ini juga menampilkan perbandingan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Berikut
adalah format tabel realisasi anggaran:

3.3 Analisa

Pada sub bab ini mengulas tentang penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta analisis atas
efisiensi penggunaan sumber daya.

NO. SASARAN 
KEGIATAN

KEGIATAN ANGGARAN 

TAHUN 

BERJALAN

PENYERAPAN 

ANGGARAN 

TAHUN 

BERJALAN

PERSENTASE 

PENYERAPAN 

ANGGARAN TAHUN 

BERJALAN

PERSENTASE 

PENYERAPAN 

ANGGARAN TAHUN 

SEBELUMNYA
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BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
4.1   Kesimpulan
4.2   Saran

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
DIPA Petikan
Laporan Realisasi Anggaran
Foto / Dokumentasi Kegiatan
Data Dukung Lain yang dianggap perlu
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PENUTUP
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PENUTUP

Pedoman sistematika penyusunan LKIP ini merupakan upaya peningkatan
pemahaman terkait Laporan Kinerja dan penyeragaman sistematika LKIP di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Kami berharap pedoman ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas dokumen LKIP serta dapat dijadikan acuan dalam
menyusun Laporan Kinerja yang sesuai dengan PermenPAN-RB No.53 tahun
2014. Adapun data dan informasi yang disajikan dalam LKIP seluruh satuan
kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dapat
menjadi rujukan dalam menetapkan strategi dalam meningkatkan kinerja
serta ketepatan penggunaan anggaran pada periode tahun selanjutnya.
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